SALINAN

WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR 77 TAHUN

2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT

DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, BADAN DAERAH DAN KECAMATAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

a. bahwa menindaklanjuti surat Direktur Jenderal

e

Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor
800/3565/0OTDA tanggal 27 Mei 2022 hal
Pertimbangan Perubahan Penyederhanaan Struktur
Organisasi dan Persetujuan Perubahan Penyetaraan
Jabatan di lingkungan Pemerintah  Daerah
Kota Batam, perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah
dan Kecamatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah
dan Kecamatan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang. . .
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2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

S. Peraturan. .
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam
Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Batam Nomor 108) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor
1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021
Nomor 1);

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah,
dan Kecamatan (Berita Daerah Kota Batam Tahun
2021 Nomor 863);

MEMUTUSKAN. . .
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR 77 TAHUN
2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH, INSPEKTORAT
DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, BADAN DAERAH DAN KECAMATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Batam
Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan
Daerah dan Kecamatan (Berita Daerah Kota Batam
Tahun 2021 Nomor 863) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf d angka 1 dan angka 4 ayat (1)
serta ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri
dari:

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat, membawahi:

1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi
Kelompok Jabatan Fungsional,

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat,
membawahi Kelompok Jabatan
Fungsional;

3. Bagian Hukum, membawahi Kelompok
Jabatan Fungsional; dan

4. Bagian Kerja Sama, membawahi
Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan,
membawabhi:

1. Bagian Perekonomian, membawahi
Kelompok Jabatan Fungsional,;

2. Bagian  Administrasi Pembangunan,
membawahi Kelompok Jabatan
Fungsional;

3. Bagian. . .
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3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,
membawahi Kelompok Jabatan
Fungsional; dan

4. Bagian Sumber Daya Alam, membawahi
Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:

1. Bagian Umum, membawahi Kelompok
Jabatan Fungsional.

2. Bagian Organisasi, membawahi
Kelompok Jabatan Fungsional,

3. Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan, membawahi:

a. Sub Bagian Protokol; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bagian Perencanaan dan Keuangan,
membawahi Kelompok Jabatan
Fungsional.

Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian dengan
dibantu oleh Kepala Sub Bagian dan/atau
Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah jabatan struktural sesuai ruang
lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan
masingmasing.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan
Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup
bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.

Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur
unit organisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Wali Kota.

2. Ketentuan. .
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2. Ketentuan huruf c ayat (1) dan ayat (5) Pasal 17
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 17

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri
dari:

a. Sekretaris;
b. Bagian Umum, membawahi:

1. Sub Bagian Tata Usaha dan
Kepegawaian; dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Bagian Program dan Keuangan, membawahi
Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bagian Persidangan dan Perundang-
undangan, membawahi Kelompok Jabatan
Fungsional; dan

e. Bagian  Fasilitasi  Penganggaran dan
Pengawasan, membawahi Kelompok
Jabatan Fungsional.

Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian dengan
dibantu oleh Kepala Sub Bagian dan/atau
Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah jabatan struktural sesuai ruang
lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan
masingmasing.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan Sub
Koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang
tugas dan fungsi jabatan masing-masing.

Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur
unit organisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar. . .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerzh.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 2 Juni 2022

WALI KOTA BATAM,
dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 935
/7
Salinan sesua};,'dengan aslinya
Kepala Bé‘giiﬁ yﬁkum
| I‘f /
JOKO SATRIO SASONGKO, SH

Penata Tk. I
NIP. 19830102 200903 1 001
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LAMPIRAN II
NOMOR
TANGGAL

STRUKTUR ORGANISASI

: PERATURAN WALI KOTA BATAM
67 TAHUN 2022
2 JUNI 2022

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SEKRETARIS
DPRD
l | | |
BAGIAN
PER%?S;IA?\II\E} AN BAGIAN FASILITASI
PROGRAM DAN — BAGIAN UMUM PENGANGGARAN
DAN PERUNDANG
_UNDANGAN KEUANGAN DAN

PENGAWASAN

KELOMPOK KELOMPOK SUB BAGIAN KELOMPOK

JABATAN JABATAN — TATA USAHA DAN JABATAN

FUNGSIONAL FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL

KELOMPOK

— JABATAN

FUNGSIONAL

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI
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